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Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Fatwa 
DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 terkait denda atas Keterlambatan 
Pembayaran pada Utang Credit Card Syariah. Pokok permasalahan pada 
penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap fatwa 
DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 terkait denda atas keterlambatan 
pembayaran utang pada credit card syariah. Kemudian jenis penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan, yakni mengkaji data yang sumbernya dari buku, jurnal, 
karya tulis terdahulu yang berkaitan, website, dan fatwa DSN-MUI No:54/DSN-
MUI/X/2006 terkait denda atas keterlambatan membayar utang credit card 
syariah. Dan teknik penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan syar’i, yakni pendekatan yang bertolak ukur pada hukum ekonomi 
Islam buat mendapatkan kesimpulan kalau itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan 
hukum ekonomi Islam. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Denda atas keterlambatan 
membayar utang credit card syariah diperbolehkan berdasarkan hukum ekonomi 
Islam, denda atas keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah ini 
diterapkan atas dasar maslahah mursalah, karena ada kemaslahatan didalamnya. 
Hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan pemegang credit card syariah agar tidak 
terlambat dalam membayar tagihan utangnya dan tidak sengaja menunda-nunda 
pembayaran tagihan utangnya. Dana dari hasil denda keterlambatan ini akan 
diakui sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan, adapun nilai nominalnya 
berdasarkan kesepakatan bersama. 2). Dasar hukum ekonomi Islam yang 
digunakan DSN-MUI tentang pemberlakuan denda atas keterlambatan membayar 
utang credit card syariah sudah sesuai sasarannya. Dasar hukum yang dimaksud 
meliputi dalil-dalil yang berasal dari Al Quran, hadist, kaidah-kadiah fiqih, 
maslahah mursalah, dan merujuk pada fatwa DSN-MUI terdahulu yaitu fatwa 
DSN-MUI No:17/DSN-MUI/X/2000 tentang sanksi kepada nasabah yang mampu 
namun sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya. 
 











A. Latar Belakang 
Jika manusia hendak melakukan aktivitas untuk kebutuhan hidupnya, 
maka ada rambu-rambu hukum yang mengatur didalamnya. Rambu-rambu hukum 
yang dimaksud dalam hal ini baik dalam bentuk jual beli, utang piutang, gadai, 
asuransi dan hokum perbankan, ataupun bentuk lain dalam bidang ekonomi yang 
dalam bahasa perundang-undangan itu disebut dengan istilah ekonomi Islam.1 
Ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam 
rangka menjaga keberlangsungan hidup dengan mengikuti syariat Islam yaitu Al 
Quran dan Sunnah.2 
Syariah Islam di turunkan oleh Allah swt. sebagai petunjuk untuk para 
nabi dan rasulNya terkhusus Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam 
sebagai syariah terakhir sekaligus nabi dan rasul terakhir punya 2 keistimewaan 
yakni syariah yang universal atau menyeluruh3 Komprehensif dalam hal ini 
syariah mengatur segala aspek hidup yang didalamnya meliputi kegiatan ibadah 
dan muamalah.4 Dalam bermuamalah sangat dilarang bagi ummat manusia untuk 
                                                             
1 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1. 
2 Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, 
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 03 (November 2016), h. 29. 
3 Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta; UII Press, 
2000), h. 1. 
4 Bai Sutihat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Kterlambatan (late Charge) Pada 
Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Syariah)”. Jurnal Hukum 




berbuat curang terhadap orang lain sebagaimana firman SWT didalam QS. An 
Nisa ayat 29: 
وَن  ن تَكُّ
َ
َٰٓ أ م بِٱۡلَبَِٰطِل إِل َا م بَۡيَنكُّ َٰلَكُّ ۡمَو
َ
ْ أ لُّوَٰٓا كُّ
ۡ
ْ لَا تَأ َها ٱل َِذيَن َءاَمنُّوا ي ُّ
َ
أ َيََٰٰٓ
ۡمۚۡ َولَ  ِنكُّ ۡم رَِحيٗما  تَِجََٰرةً َعن تََراٖض م  َ َكاَن بِكُّ َ ۡمۚۡ إِن َ ٱّلل  َسكُّ نفُّ
َ
 ا َتۡقتُّلُّوَٰٓاْ أ
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah  kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
Islam adalah syariat yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia 
yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan dan untuk mewujudkan 
kebahagiaan dunia dan akhirat.5 Diantara cara untuk mewujudkan kemaslahatan 
tersebut adalah dengan tegaknya hukum ekonomi Islam, salah satunya adalah 
hukum utang-piutang, dimana kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan 
perjanjian bahwa ia akan membayar dengan sesuatu yang setara dengan itu.6 
Zaman telah berubah dengan perubahan yang begitu canggih dengan teknologi 
dan pengetahuna yang begitu luas, begitupun dengan cara utang piutang yang 
bervariasi modelnya, hal ini dimaksudkan agar bisa memudahkan manusisa 
memenuhi segala kebutuhannya.7 Salah satu bentuknya saat ini bisa kita lihat 
dalam bentuk kartu kredit dimana pada bank syariah disebut dengan istilah kartu 
kredit syariah. 
                                                             
5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), Cet. Ke-1 h. 4. 
6 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1994), h. 306. 
7 Hengki Firmanda, “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas 




Kehadiran Perbankan syariah ditengah masyarakat diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat.8 Akan tetapi, perkembangan perbankan syariah 
dalam berbagai hal, masih sangat perlu untuk dikaji lebih cermat dalam hal ini 
terkait tentang syariat dan pantangan yang terkandung dalam syariah card. Sedikit 
banyaknya pantangan syariah card diantaranya yaitu pemborosan dalam 
pemakaian kartu kredit, terlebih akibat penggunaan kartu kredit yang berlebihan 
mengakibatkan ia terikat untuk melunasi utang tersebut dan apabila lewat dari 
waktu yang ditentukan maka akan diberlakukan denda karena terlambat 
membayar (late charge).9 
Dizaman modern ini kartu kredit hadir seabagai sarana dalam bertransaksi, 
yang mana pembayarannya bisa dilakukan langsung sekalian atau bisa juga 
dengan cara dicicil dengan sejumlah minimum tertentu.10 Bisnis kartu kredit 
semakin marak dikalangan masayarakat dan godaan terkhusus bagi para pihak 
bank syariah agar mampu menghadirkan credit card berbasis syariah, tidak sedikit 
masyarakat yang tak paham syariah kemudian memanfaatkan momentum ini 
untuk ajang pemborosan.11 Kehidupan masyarakat di tengah hirukpikuknya dunia 
konsumtif, bisnis kartu kredit menimbulkan pro dan kontra yang tak jarang 
mengakibatkan kredit macet, dan tentunya beban utang yang berkelanjutan 
                                                             
8 UlulAzmi Mustofa, “Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah”, jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01. h. 17. 
9 Totok Budi Santoso dan Sigit Trindaru, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Edisi 
2; Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 253. 
10 Syifa, dkk, Analisis Perbandingan Kartu Kredit Konvensional Dan Kartu Kredit 
Syariah Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Penggunaannya”, Jurnal Nisbah, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 
56. 
11 Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Crad Perspektif Al-Maqashid Syariah”, jurnal Ilmiah 




sehingga saat ini sangat diperlukan tinjauan yang transparansi terkait bagaimana 
pentingnya credit card dalam  perbankan syariah yang ada di Indonesia.12 
Sebagaimana kaidah fiqh dikatakan: 
َ بَِدلِيْل  




“Pada hakikatnya segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang 
melarang atau mengharamkannya.”13 
Syariah Card atau kartu kredit syariah adalah suatu kartu yang digunakan 
sebagai sarana pembayaran dalam bertransaksi atau penarikan uang sebagai 
talangan atau utang untuk kemudian harus dibayar diwaktu yang telah 
ditentukan.14 Jadi credit card syariah memiliki dua kegunaan antyara lain: 
a. Sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan transaski  
b. Sebagai sarana alat untuk menarik uang cash. 
Dalam bertransaksi dalam hal ini mengandung beberapa hal yang 
didalamnya mengandung riba yang mewajibkan untuk membayar denda finansial 
jika terlambat membayar utangnya dari waktu yang telah ditentukan. Allah swt. 
memberi kelonggaran kepada orang yang sulit untuk membayar utang, 
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wata’ala dalam QS. Al 
Baqarah/2:280: 
                                                             
12 Totok Budi Santoso,  Bank & Lembaga Keuanga , (Edisi 2; 2006), h. 253 
13 A. Djazuli, Kaidah Fiqh, ( Jakarta: PT. Kencana, 2006), h. 10 
14 Fitri Anis Wardani, “Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam”, Jurnal Ekonomi 






ۡسَرةٖ َفَنِظَرةٌ إِلَيَٰ َمۡيَسَرةٖٖۚ َوأ نتُّۡم ِإَون َكاَن ذُّو عُّ ۡم إِن كُّ ْ َخۡيٞر ل َكُّ قُّوا َصد َ
وَن    َتۡعلَمُّ
Terjemahnya : 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
Kartu kredit memiliki fungsi sebagai fasilitas yang diberikan oleh bank 
dan dalam hal ini ialah bentuk pemberian pinjaman oleh bank.15  
1. Ketentuan Akad Yang Digunakan Dalam Syariah Card16 
Kafalah, dalam perihal ini pencetak kartu kredit merupakan penanggung 
ataupun kafil buat pemegang card kepada merchant atas seluruh peranan bayar 
yang timbul dampak bisnis antara pemegang card dan merchant serta ataupun 
pencabutan kas dari bank ataupun ATM bank pencetak kartu. Pemberi kafalah 
berkuasa menerima ujrah .17 
Qard, disini merupakan pihak yang menerbitkan kartu ialah yang memberi 
pinjaman terhadap muqtaridh (pemegang kartu) melalui tarik tunai di bank 
penerbit.18 
                                                             
15 Dian Khairani, “Syariah Card Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”, Jurnal Tahkim, Vol. 
XVI, No. 1, (Juni 2020), h. 108. 
16 Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 
Syariah Card”, 54 Syariah Card, (Oktober 2006), h. 10. 
17 Lihat, Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-
430/BL/2012 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar 
Modal. 
18 Dian Khairani, “Syariah Card Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”, Jurnal Tahkim¸Vol. 




Ijarah, dalam perihal ini pencetak kartu merupakan fasilitator pelayanan 
sistem pembayaran serta jasa pada pemilik kartu. Atas ijarah ini, hingga 
pemegang kartu dikenakan membership fee.19 
2. Ketentuan mengenai Batasan Kartu Syariah20 
a. Tidak mengandung unsur riba. 
b. Tidak dipergunakan untuk bertransaksi yang non syariah. 
c. Pemegang kartu wajib memiliki kemampuan secara ekonomi untuk 
melunasi utang tepat waktu 
d. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan 
e. Tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja. 
3. Ketentuan Ta’widh Dan Denda21 
Pencetak kartu bisa memakai ta’ widh, dalam perihal ini tebusan kepada 
penerbit kartu atas biaya yang digunakan, akibat terlambatnya pemegang kartu itu 
melunasi pembayaran yang jatuh tempo. Kompensasi akibat terlambatnya 
pencetak card bisa memberi ganjaran atas keterlambatan pembayaran.  
Mekanisme credit card syariah, jika pemegang kartu mengalami 
keterlambatan saat membayar tagihan kartu kreditnya sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan sebelumnya maka ia akan dikenakan hukuman yang biasa disebut 
                                                             
19 Lihat, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan 
Nomor: Kep-430/BL/2012 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah 
Di Pasar Modal. 
20 Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 
Syariah Card”, 54 Syariah Card, (Oktober 2006), h. 10-11. 
21 DSN MUI, “Fatwa DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card”, 54, 




denda keterlambatan (late charge) dan ia wajib untuk membayarnya.22 Ternyata 
denda keterlambatan pembayaran ini pada zaman jahiliyah hampirsama dengan  
riba yaitu riba nasiah. Pada zaman jahiliyah piutang itu ditangguhkan dan 
penudaan tempo itulah yang menentukan akan tambahan dari besarnya jumlah 
piutang tersebut.23 
Adiwarman Karim didalam bukunya yang berjudul “Bank Islam: Analisis 
Fiqih dan Keuangan” memetik perkataan Syaikh Qurtub dalam kitab “Tafsir 
Qurtuby” mengatakan bahwa: 
“Pada zaman jahiliyah para pemberi pinjaman apabila utang telah jatuh 
tempo maka ia akan berkata kepada peminjam: lunaskan utang anda 
sekarang jika tidak anda tunda pembayarannya dengan tambahan”. Jadi 
pihak peminjam harus menambah jumlah kewajiban yang harus dibayar 
dengan utangnya dan pihak pemberi pinjaman menunggu waktu 
pembayaran.” 
Dalam perbankan konvensional riba jahiliyah dapat kita jumpai dalam 
pemberian bunga saat bertransaksi menggunakan kartu kredit dengan tidak 
membayar tagihannya secara utuh.24 Padahal Allah swt telah berfirman dalam QS. 
Al-Baqarah/2:275: 
ومُّ  وَن إِل َا َكَما َيقُّ ومُّ ْ لَا َيقُّ ا َِبوَٰ لُّوَن ٱلر  كُّ
ۡ
هُّ  ٱل َِذيَن يَأ ٱل َِذي َيَتَخب َطُّ
َحل َ 
َ
ْْۗ َوأ ا َِبوَٰ ْ إِن ََما ٱۡلَبۡيعُّ ِمۡثلُّ ٱلر  ُّوَٰٓا ۡم قَال ن َهُّ
َ
َٰلَِك بِأ ۚۡ َذ ِ ۡيَطَٰنُّ ِمَن ٱلَۡمس 
ٱلش َ
ۥ َما  ب ِهِۦ فَٱنَتَهيَٰ فَلَهُّ ِن ر َ ََٰٓءهُّۥ َموِۡعَظةٞ م  ْۚۡ َفَمن َجا ا َِبوَٰ َم ٱلر  ُّ ٱۡلَبۡيَع وََحر َ َ ٱّلل 
                                                             
22 Azharsyah Ibrahim, “Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad dan 
Penerapannya”, al-Muashirah, Vol 7, h. 95. 
23 Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Grafika, 2000), h. 29 




ٰٓۥَ  هُّ ۡمرُّ
َ




ِِۖ َوَمۡن َعاَد فَأ َ إَِلي ٱّلل 
وَن    ٥٧٢َخَٰلِدُّ
Artinya : 
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 
Dan dalam hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan tegas 
melaknat para pelaku riba: 
 ِ ولُّ اّلَل  وِِكَهُّ َوَك  - صلي اّلل عليه وسلم -لََعَن رَسُّ َبا َومُّ تَِبهُّ آكَِل الِر 
ْم َسَواءٌ   َوَشاهَِديْهِ َوقَاَل هُّ
Terjemahnya: 
“Dari Jabir r.a. Ia berkata: “Rasulullah telah melaknat orang-orang yang 
memakan riba, yang memberi makan riba, penulis riba, dan saksi-saksi 
riba”. Selanjutnya Rasulullah bersabda:”mereka semuanya sama”. (HR. 
Baihaqi). 
Denda dalam hukum Islam diqiyaskan dengan istilah ta’zir, adapun dalam 
bahasa arab istilah untuk denda ialah gharamah. Denda merupakan sanksi atau 
hukuman yang diberikan sebagai kewajiban untuk membayar dengan sejumlah 
uang akibat pengingkaran atas perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.25 
DSN MUI dalam fatwanya No:54/DSN-MUI/X/2006 terkait denda atas 
                                                             
25 Fathul Aminuddin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Indonesia”, Al-




keterlambatannya membayar utang credit card syariah, DSN-MUI 
memperbolehkan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana 
yang tercantum pada ketentuan keeanm poin “b” bahwa; 
“Penerbit kartu  dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan 
diakui seluruhnya sebagai dana sosial”. 
Berdasarkan fatwa tersebut, perbit kartu bisa memberikan denda atas 
keterlambatan (late charge) dalam praktiknya mirip riba jahiliyah. Oleh sebab itu, 
dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi 
dengan judul: 
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI 
NO:54/DN-MUI/X/2006 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN 
PEMBAYARAN UTANG CREDIT CARD SYARIAH. 
B. Rumusan Masalah 
Beradasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok 
permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana denda atas keterlambatan membayar utang credit card 
syariah? 
2. Bagaimana fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2206 terkait denda atas 
keterlambatan pembayaran pada utang credit card syariah? 
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap fatwa DSN-MUI 
No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang 





C. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah proses yang biasa dilakukan agar memperoleh teori 
sebelumnya. Tinjauan pustaka bertujuan agar menyediakan informasi menegnai 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. 
Proses ini dilakukan dengan tujuan bahwa kajian yang sedang dilakukan ini 
bukan pengulangan.26 Dalam kajian ini, penulis ingin mendeskripsikan penelitian 
terdahulu yang ada hubungannya dengan skripsi penelitian ini. Adapun beberapa  
karya tulis yang berkaitan dengan denda keterlambatan (late charge) sebagai 
berikut: 












Minum (PAM) Studi 




















ini sesuai dengan 
kaidah fiqih yang 
artinya kaum 
muslimin terikat 
                                                             
26 Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan 
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Dan hasil dari 
pengelolaan dana 
jaminan sosial ini 
akan digunakan 
untuk dana sosial. 
 
D. Tujuan 
Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang dan yang telah 
dikemukakan, penelitian ini dilakukan bertujua untuk : 
1. Mengetahui denda atas keterlambatan membayar utang pada credit card 
syariah. 
2. Untuk mengetahui fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 terkait 




3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap fatwa DSN-
MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran 
utang credit card syariah. 
E. Manfaat 
Berdasarkan permasalahan yang mejadi tujuan penelitian yang ingin 
dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana analisis terhadap fatwa 
DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan 
pembayaran utang credit card syariah ditinjau menurut hukum ekonomi 
Islam, merujuk pada tujuan maka penelitian ini dibingkai dengan konsep 
hukum ekonomi Islam yang tercermin pada dasar hukum ekonomi Islam 
yang mempunyai ketentuan-ketentuan dalam penerapannya yakni cara dan 
prakteknya sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini 
memberikan pemahaman secara teori bahwa penerapan denda 
keterlambatan credit card syariah dalam tinjauan hukum ekonomi Islam 
diperbolehkan. Oleh karena itu, dengan pemahaman hukum ekonomi 
Islam dalam fatwa DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda 
keterlambatan pembayaran utang credit card syariah dapat menumbuhkan 
kesadaran masyarakat/nasabah untuk disiplin dalam membayar tagihan 




juga terbebas dari hukuman denda karena telah melaksanakan 
kewajibannya membayar tagihannya tepat waktu. 
2. Manfaat Praktis 
Secara umum peneitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan bagi pembaca. Adapun piha yang terkait: 
a. Bagi nasabah, penelitian dapat dijadikan perhatian khusus kepada 
nasabah untuk lebih disiplin dalam membayar tagihan kartu kredit, 
dan dengan mengetahui konsep hukum ekonomi Islam. Memberikan 
informasi tentang diperbolehkannya penerapan hukuman denda atas  
keterlambatan membayar utang kartu kredit syariah yakni 
ketentuannya sesuai dengan hukum ekonomi Islam. 
b. Bagi penerbit kartu, penelitian ini dapat membantu penerbit kartu agar 
lebih selektif, penerbit kartu harus menyeleksi atau paling tidak 
menganalisis sebelum memutuskan apakah orang itu layak atau tidak 
untuk memegang kartu tersebut,  
c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 
referensi dalam menkaji lebih dalam lagi tentang kartu kredit syariah, 
dan penerapan denda keterlambatan pembayaran (late charge) dalam 
perspektif hukum ekonomi Islam. 
F. Metode Penelitian 





1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan,27 yang akan mengkaji 
data-data yang bersumber dari buku, jurnal, karya tulis sebelumnya yang 
berkaitan, website dan fatwa DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 terkait 
denda atas keterlambatannya membayar utang credit card syariah. Data 
tersebut yang kemudian akan diteliti menurut hukum ekonomi Islam. 
Adapun sifat penelitian ini termasuk deskriptif analisis, yaitu menjelaskan 
tentang penerapan denda atas keterlambatan membayar utang kartu kredit 
syariah serta mengkaji permasalahan tersebut dengan hukum ekonomi 
Islam 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh.28 Agar memperoleh 
data yang valied, penelitian ini merujuk pada sumber utama yaitu fatwa 
DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda atas keterlambatan 
membayar utang kartu kredit syariah, serta sumber-sumber pendukung 
seperti karya ilmiah, buku-buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang 
didalamnya ada relevansinya dengan fatwa DSN-MUI No:54/DSN-
MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card 
syariah.29 
3. Pendekatan 
                                                             
27 Kartini K, Metodeologi Social, (Bandung: Bandar Maju, 1991), h. 32. 
28 Kartini K, Metodeologi Social, (Bandung: Bandar Maju, 1991), h. 114. 
29 Burhan, Metodeologi Penelitian Kualitatif Ekonomi serta Kebijakan Publik Serta Ilmu 




Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi ini merupakan 
pendekatan syar’i,30 yakni pendekatan yang ber tolak ukur dengan hukum 
ekonomi Islam agar mampu memperoleh kesimpulan apakah itu sesuai 
atau tidak dengan hukum ekonomi Islam. 
4. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan 
metode induktif yaitu dengan mengkaji fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN-MUI) No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan 
pembayaran utang credit card syariah, kemudian mengemukakan dasar 
hukum ekonomi Islam yang digunakan Dewan Syariah Nasional, dan 
selanjutnya mendeskripsikannya sehingga akan terjawab permasalahan 
yang terdapat pada pokok masalah.31 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memudahkan dalam penulisan terkait pembahasan mengenai 
permasalahan ini maka penulis membagi dalam beberapa bab, di tiap-tiap bab 
dan sub bab adalah satu-kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain, 
adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
BAB I : Menuliskan terkait pendahuluan yang didalamnya memuat latar 
belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan manfaat 
                                                             
30 Prof. Dr. H. Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Positivistik, 
Phenomenologik serta Realisme Metaphisik, Studi Teks dan Penelitian Agama, (Edisi III; 
Jogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 105. 





penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : Menuliskan tentang tinjauan umum tentang DSN-MUI yang 
didalamnya meliputi; sejarah singkat DSN-MUI, struktur 
kepengurusan DSN-MUI, tugas dan wewenang DSN-MUI, dan 
fatwa-fatwa DSN-MUI dibidang ekonomi Islam. 
BAB III : Menuliskan tentang tinjauan umum tentang denda pada denda 
yang didalamnya meliputi: konsep hukum ekonomi Islam, denda 
dalam perspektif Islam, konsep utang piutang, dan kartu kredit 
syariah & ketentuan akadnya. 
BAB IV : Menuliskan tentang analisis terhadap fatwa DSN-MUI 
No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan 
pembayaran utang credit card syariah ditinjua menurut erspektif 
hukum ekonomi Islam yang didalamnya meliputi: denda atas 
keterlambatan pada cedit card syariah, fatwa DSN-MUI 
No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan 
pembayaran utang credit card syariah, dan tinjauan hukum 
ekonomi Islam terhadap fatwa DSN-MUI No:54/DSN-
MUI/X/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang 
credit card card syariah. 









TINJAUAN UMUM TENTANG DSN-MUI 
 
A. Sejarah Singkat Tentang DSN-MUI 
Dewan Syariah Nasional didirikan oleh MUI pada tahun 1999. Lembaga 
yang didalamnya terdiri dari para ahli hukum Islam dan para ahli ekonomi yang 
berkonsentrasi pada sektor keuangan baik bank maupun non bank yang dalam hal 
ini memiliki fungsi untuk menjalankan tugas MUI dalam meningkatkan 
perekonomian ummat. Di lain hal, DSN-MUI juga memiliki tugas diantaranya, 
menggali, mengkaji serta merumuskan nilai-nilai dan prinsip Islam untuk 
dijadikan pedoman dalam bertransaksi pada lembaga-lembaga keuangan syariah 
dan juga mengawasi pelaksaan dan prakteknya.32 ”DSN adalah dewan yang 
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan 
untuk memastikan kesesuaian  antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank 
dengan prinsip syariah”.33 
Dewan Syariah Nasioanl (DSN) mempunyai wewenang untuk 
mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat dalam hal ini Dewan Pengawas 
Syariah dan Perbankan Islam.34 Produk yang DSN keluarkan berupa fatwa, 
sehingga berdasrkan  kepastian hukum tidak kuat karena sama dengan opini 
hukum yang pada dasarnya boleh diikuti dan boleh juga untuk tidak diikuti. Akan 
                                                             
32 DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Cet. III; Jakarta: CV. Gaung 
Persada, 2006), h. 12. 
33 Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem 
hukum Nasional Di Indonesia:, Disertasi, (Jakarta: TTP, 2010), h. 119. 





tetapi, secara moral fatwa MUI wajib dipatuhi ummat Islam karna ini merupakan 
pendapat para ulama. Dimana MUI dalam mengeluarkan fatwa pastinya penuh 
dengan kehati hatian dan tentunya berdasarkan prinsip-prinsip Islam yaitu Al 
Quran dan Sunnah. 
Dalam mengeluarkan fatwa, MUI tentunya membentuk sebuah tim komisi 
fatwa. Komisi dalam hal ini bertugas untuk menganalisis permsalahan yang akan 
difatwakan dengan berpedoman kepada Al Quran, hadist, pendapat imam mazhab 
serta pendapat para ulama terdahulu.35 Kemudian setelahnya barulah dirumuskan 
dalam bentuk fatwa. Berdasarkan proses tersebut maka bisa dipahami bahwa 
mengeluarkan fatwa tidak semudah itu karna hal ini berkaitan dengan hubungan 
Allh swt. DSN adalah lembaga independen, yang ketika mengeluarkan fatwa 
tidak boleh terpengaruh dengan lembaga apapun. Hal ini sangat perlu dilakukan 
agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah.36 
Dewan Syariah Nasional berdiri sendiri diluar daripada Bank Indonesia, 
akan tetapi dalam melakukan pengawasan DSN tetap bekerjasama dengan Bank 
Indonesia. Dalam menjalankan tugas DSN dan Bank Indonesia sama-sama 
melakukan pengawasan eksternal, akan tetapi DSN fokus pada masalah 
pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sedangkan Bank 
                                                             
35 DSN-MUI, “Sekilas Tentang DSN-MUI”, Artikel di akses pada tanggal 20 Februari 
2021 dari https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/. 
36 Acme Admira Arafah, “Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 




Indonesia fokus pada persoalan manajemen bank secara umum namun tidk 
masuk pada rana syariah.37 
B. Struktur Kepengurusan DSN-MUI 
Struktur pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang 
terbaru termaktud dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep-
7211/MUI/XI/2017 Pleno DSN-MUI Masa Khidmat 2015-2020:38 
Ketua Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin 
Wakil Ketua 1. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A 
2. Prof. Dr. H. M Amin Suma, S.H.,M.H 
3. Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si 
Sekretaris Dr. H. Anwar Abbas, M.M.,M.Ag 
Wakil Sekretaris Dr. H. M Asrorun Ni’am Sholeh, M.A 
Anggota 52 orang 
 
Badan Pelaksana Harian BPH Masa Khidmat 2015-2020 
Ketua Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin 
Wakil Ketua 1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A 
2. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag 
3. Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H,. M.Ag 
4. Ir. H. Adiwarman A. Karim, S.E,. M.B.A.P 
                                                             
37 Widyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 
h. 100-102. 





Sekretaris Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag 
Wakil Sekretaris 1. Drs. H. Sholahuddin Al Aiyubi, M.Si 
2. Dr. Setiawan Budi Utomo 
3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 
Bendahara Dr. Ir. H. Nadratuzzaman Hosen, M.Ec 
Wakil Bendahara 1. Dr. H. Amirsyah Tambunan 
2. M. Gunawan Yasni, S.E.Ak., C.I.F.A., C.R.F., 
C.A 
 
Bidang Perbankan Syariah 
Ketua Kanny Hidaya, S.E., M.A 
Sekretaris Dr. Muhammad Maksum, M.A 
Anggota 5 orang 
 
Bidang Pasar Modal Syariah 
Ketua Iggi H. Achsien, S.E., M.B.A 
Sekretaris Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A 
Anggota 4 orang 
 
Bidang IKNB Syariah 
Ketua Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., F.I.I.S., A.S.A.I 
Sekretaris Dr. Jaenal Effendi, M.A 
Anggota 4 orang 
 




Ketua Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A 
Sekretaris Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E.Ak., M.Si., C.PA 
Anggota 4 orang 
 
Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Literasi/DSN-MUI Institute 
Ketua Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H 
Sekretaris Hidayatulloh, S.H.I., M.H 
 
Staff Sekretariat 
Kepala Staff Abdul Wasik, M.SI 
Staff 9 orang 
 
C. Tugas serta Wewenang DSN-MUI 
DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam 
mengeluarkan fatwa dibidang ekonomi syariah memeliki beberapa tuga dan 
wewenang. Sebagaimana Pedoman Dasar DSN-MUI yang tercantum dalam bab 
IV Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majeli Ulama Indonesia No. 1 Th. 2000, 
Tugas dan Wewenang DSN-MUI adalah sebagaiberikut: 
1. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN); 
a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah saat melakukan 
aktivitas perekonomian secara umum dan keuangan secara khusus. 
b. Mengeluarkan fatwa-fatwa tentang berbagai jenis kegiatan keuangan. 
c. Mengeluarkan fatwa-fatwa tentang suatu produk dan jasa keuangan syariah. 




2. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN): 
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah pada masing-
masing lembaga keuangan syariah dan kemudian menjadi tindakan hukum 
bagi pihak terkait. 
b. Mengeluarkan fatwa yang akan menajadi landasan bagi ketentuan atau 
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini 
seperti Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan. 
c. Memberian rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang 
duduk sebagai Dewan Peengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan 
syariah. 
d. Mengundang para ahli untuk menjalskan hal-hal yang diperlukan dalam 
pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuagan 
dalam maupun luar negeri. 
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah yang terdeteksi 
praktik penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional. 
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan 
apabila peringatan tidak diindahkan. 
D. Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Islam 
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang mengeluarkan 109 
fatwa terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Berikut fatwa-fatwa DSN-






Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro 
Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan 
Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito 
Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 
Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam 
Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istisna’ 
Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah 
Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah 
Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah 
Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah 
Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah 
Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah 
Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Marabahah 
Fatwa DSN-MUI No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil 
Usaha 
Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 
usaha 
Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Mrabahah 
Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanski Menunda 
Pembayaran 
Fatwa DSN-MUI No.18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan 
Penghapusam Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah (PPAP) 
Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh 
Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi 
Reksadana 
Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/20001 tentang Pedoman Asuransi 
Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Istisna’ Paralel 
Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan 
Murabahah 
Fatwa DSN-MUI No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box 




Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas 
Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah IMBT 
Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang 
Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan 
Haji Lembaga Keuangan Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening 
Koran Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Mata Uang 
Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 
Mudharabah 
Fatwa DSN-MUI No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of credit (L/C) 
Impor Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of credit (L/C) 
Ekspor Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank 
Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank 
Prinsip Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Mudharabah Antarbank  
Fatwa DSN-MUI No.39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji 
Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman 
Umum Penerapan Prinsip Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah 
Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card 
Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi/Ta’widh 
Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang  Pembiayaan Multijasa 
Fatwa DSN-MUI No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility 
Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan 
Murabahah 
Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang 
Murabahah bagi Nasabah Tidak mampu membayar 
Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali 
Tagihan Murabahah 




Fatwa DSN-MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 
Musyarakah 
Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 
Musyarakah pada Asuransi Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah 
pada Asuransi Syarian dan Reasuransi Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada 
Asuransi Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card 
Fatwa DSN-MUI No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening 
Koran Syariah Musyarakah 
Fatwa DSN-MUI No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah 
pada Lembaga Keuangan Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit dengan 
Akad Kafalah nil Ujrah 
Fatwa DSN-MUI No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah 
Fatwa DSN-MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah 
Mdharabah Konversi 
Fatwa DSN-MUI No.60/DSN-MUI/I/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam 
Ekspor 
Fatwa DSN-MUI No.61/DSN-MUI/XII/2007 tentang Penyelesaian Piutang 
dalam Impor 
Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah 
Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia 
Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia 
Syariah Ju’alah 
Fatwa DSN-MUI No.65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek 
Terkebih Dahulu (HMETD) Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily 
Fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah 
Negara  





Fatwa DSN-MUI No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and lease back  
Fatwa DSN-MUI No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah 
Negara Ijarah Sale and Lease Back  
Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah 
Fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan 
Langsung Berjenjang Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be 
leased 
Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara 
Tidak Tunai 
Fatwa DSN-MUI No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan instruneb 
Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan 
menggunakan dana Nasabah 
Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah 
dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa 
Efek 
Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana 
Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian 
Berakhir 
Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi 
Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi 
Fatwa DSN-MUI No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Lngsung 
Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah 
Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan 
Keuntungan Tamwil bil al-Muarabahah di Lembaga Keuangan Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa’ad) dalam 
Trasaksi Keauangan dan Bisnis Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam 
Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan 
Penghasilan Dana Pihak Ketiga 
Fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah 





Fatwa DSN-MUI No.90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Penalihan Pembayaran 
Mrabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi 
Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai 
Rahn  
Fatwa DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperamtaraan 
(Wasathah) 
Fatwa DSN-MUI No.94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga 
Syariah Negara 
Fatwa DSN-MUI No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai 
Syariah  
Fatwa DSN-MUI No.97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertikat Deposio Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Jamiman Sosial  Kesehatan Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah Untuk 
Program Pensiun 
Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2006 tentang Pedoman Transaksi 
Voucher Multi Manfaat Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-
Maushufah fi al-Dzimmah 
Fatwa DSN-MUI No.102/DSN-MUI/X/2000 tentang al-Ijarah al-Maushufah fi 
al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent 
Fatwa DSN-MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif 
Berdasarkan Prinsip Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan 
Prinsip Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian 
Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar 
Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi 
dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 
Fatwa DSN-MUI No.109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pebiayaan Likuiditas 





TINJAUAN UMUM TENTANG DENDA  
PADA CREDIT CARD SYARIAH 
 
A. Konsep Hukum Ekonomi Islam 
Ekonomi Islam terbangun atas dasar hukum Naqli dan Aqli.39 Dasar 
hukum Naqli adalah hukum yang sumbernya berasal ketetapan Allah dalam hal 
ini Al Quran dan Hadist, sedangkan dasar hukum Aqli adalah hukum yang berasal 
dari Ijtihad atau berasal dari hasil pemikiran manusia. Al-Quran, adalah sumber 
hukum pertama dan paling utama. Al Quran diturunkan  sebagai wahyu oleh 
Allah Swt melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabil Muhammad SAW.40 Al 
Quran berasal dari kata kerja yaitu membaca kemudian berubah menajadi kata 
kerja perintah yaitu bacalah, yang kemudian berubah jadi kata benda quran yang 
berarti bacaan atau sesuatu yang mesti di pelajari.41 Al Quran menjadi sumber 
hukum yang menjadi pedoman hidup manusia dalam segala hal.42 Termasuk 
dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, Al Quran merupakan problem solved atau 
pemecah masalah atas segala hal yang dihadapi manusia, yang kemudian 
                                                             
39 Ahyar Ari Gayo dan Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif 
Hukum Perbankan Syariah)”, Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 2, (Agustus 2012), h. 262. 
40 Ghazali Munir, “Al-Quran Realitas Sejarah Umat Manusia”, Jurnal At-Taqaddum, 
Volume 4, Nomor 1, (Juli 2012), h. 1. 
41 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 79. 
42 Sayyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, (London: Unwin Paperbacks, 




dijadikan sebagai rujukan solusi dan landasan hukum dalam menyelesaikan 
masalah tersebut.43 
Hadist, dalam menetapkan setiap fatwa DSN-MUI menjadikan hadist 
sebagai dasar hukum yang kedua dalam menetapkan hukum dan juga merupakan 
pedoman hidup manusia, yang mana didalamnya berupa perkataan, perbuatan dan 
sikap Rasulullah yang tercatat dalam kitab.44 Jadi, hadist adalah segala perkataan, 
perbuatan, maupun sikap yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW.45 
Semua ulama sepakat bahwa setiap perkataan, perbuatan, sikap yang disandarkan 
pada Nabi SAW dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau landasan dalam 
menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu.46 Dan ummat Islam juga sudah 
sepakat menyiarkan hadist sebagai dasar hukum amal perbuatan karena sesuai 
dengan yang dikehendaki Allah SWT.47 
Ijtihad, sumber hukum ekonomi Islam yang merupakan usaha pemberian 
fatwa untuk mengetahui suatu hukum.48 Ijtihad adalah hasil penalaran untuk 
menentukan hukum setelah Al Quran dan Hadist, yang mana secara terminologi 
berarti mencurahkan tenaga, pikiran, dan berusaha bersungguh-sungguh 
                                                             
43 Ahmad Syafii Maarif, Dinamika Islam, Potret Perkembangan Islam Di Indonesia, 
(Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1983), h. 36. 
44 Ali Mustafa, Kritik Hadist, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 35. 
45 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 97. 
46 Zainul Musta’in, “Kontribusi Hadist Dalam Pendidikan Islam”, Jurnal Studi Islam, 
Volume 10, No. 2, (Desember 2015), h. 17-18. 
47 Zainul Mustain, “Kontribusi Hadist Dalam Pendidikan Islam”, Jurnal Studi Islam, 
Volume 10, No. 2, (Desember 2015), h. 19. 
48 Heri Fadki Wahyudi dan Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama 




mempergunakan seluruh kemampuannya berfikir dalam menetapkan hukum 
Islam.49 Sumber hukum Ekonomi Islam yang berdasarkan Ijtihad manusia dengan 
berbagai metode antara lain: Ijma’, dalam hal ini Ijtihad dengan metode Ijma’ 
yaitu persetujuan atau kesepakatan para ahli terhadap suatu masalah pada disuatu 
tempat dimasa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Qiyas, yaitu menyamakan 
masalah baru yang dalam hal ini tidak terdapat didalamnya nash hukum dengan 
masalah yang sudah ada nash hukumnya karena persamaan illat. Jadi, qiyas 
artinya suatu hal disamakan hukumnya dengan yang tidak ada ketentuan 
hukumnya dalam Al Quran dan Hadist dengan suatu hal yang ketentuan 
hukumnya disebut dalam Al Quran dan kitab-kitab hadist karena persamaan illat 
dan alasannya.50 
Maslahah mursalah, hukum yang ditetapkan terhadap sesuatu hal yang 
didalam Al Quran dan hadis tidak terdapat ketentuannya berdasarkan 
pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum.51 Kemaslahatan merupakan 
landasan demi terwujudnya tujuan syariat sebagaimana dijelaskan oleh Imam 
Ghazali bahwa: “Tujuan utama syariat adalah untuk memelihara dan 
mewujudkan kesejahteraan manusia yang mencakup didalamnya perlindungan 
keimanan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. semua hal ini tercakup dan 
                                                             
49 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), h. 38. 
50 Faizal, Modul Hukum Ekonomi Islam, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal 
Oress, 2015), h. 10. 
51 Hengki Firmandi, “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas 




menjamin terlindungnya perkara ini adalah maslahat bagi manusia”.52 Jadi, 
maslahah mursalah merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk 
kemaslahatan manusia, DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu 
memperhatikan kemaslahatan untuk manusia.53 
B. Denda Dalam Perspektif Islam 
Ta’zir atau denda merupakan salah satu bentuk hukuman yang dalam 
bahasa arab adalah ta’dib, yang artinya memberikan pelajaran.54 Ta’zir disebut 
juga sebagai Ar Raddu wal man’u berarti menolak atau mencegah.55 Ta’zir adalah 
hukuman, teguran, pencegahan, larangan, mencela dan memukul.56 Dalam hal ini 
hukuman tidak ditentukan bentuk ataupun jumlahnya melainkan sesuatu yang 
wajib dilaksanakan atau konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan baik itu 
pelanggaran yang menyangkut hak Allah ataupun manusia.57 Ta’zir menurut 
istilah, menurut Al Mawardi ta’zir adalah bentuk hukuman pendidikan atas 
maksiat yang dilakukan dan belum ditentukan oleh syara’. Sedangkan menurut 
syara’ ta’zir adalah hukuman pendidikan. 
                                                             
52 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustafa Min’ilmu Al-Ushul, (Lebanon: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 2010), h. 275. 
53 M. Hasballah Thalib, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, (Medan: Tajdid, 
2000), h. 27. 
54 Aulia Prima Kharismaputri, “Praktik Riba Dalam Denda Kterlambatan Pembayaran”, 
Jurnal, (2016), h. 4. 
55 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 279. 
56 Aulia Prima Kharismaputri, “Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran”, 
Jurnal, (2016), h. 4.  
57 Abdul Aziz Dahlan, Ebsikplopedi Hukum Islam, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 




Guru besar fiqih Universitas Damaskus Suriah, Fathi ad Duraini 
mengatakan yang dimaksud ta’zir ialah Hukuman yang diberikan untuk penguasa 
untuk menetapkan bagaimana bentuk serta kadarnya sesuai dengan kemaslahatan 
yang menghendaki serta tujuan syara” dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan 
pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau 
melakukan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk kategori 
hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak 
pribadi”.58 
Berdasarkan definisi diatas, maka ta’zir merupakan istilah hokuman untuk 
jarimah yang dalam hal ini hukumannya belum dipastikan oleh syara’. 
Berdasarkan pengertian diatas bisa dipahami juga bahwa jarimah ta’zir ada 
beberapa perbuatan maksiat yang tidak bisa dikenakan hukuman had juga kafarat. 
Jadi, inti  jarimah ta’zir ini ialah perbuatan terlarang (maksiat). Maksiat dalam hal 
ini yaitu melakukan perbuatan yang haramkan dan meninggalkan perbuatan yang 
diwajibkan. Ahli fiqih memberi contoh kewajiban yang ditinggalkan yaitu tidak 
mau mengeluarkan zakat, tidak melaksanakan shalat wajib, menunda-nunda 
pembayaran padahal sebenarnya mampu, menyalahgunakan amanah, mengambil 
hak orang lain dan seterusnya.59 
Dalam ta’zir hukuman ditetapkan oleh qadhi atau hakim dengan 
dipertimbangkan dengan baik bentuk hukuman yang akan diberikan.60 Adapun 
                                                             
58 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van  
Houve, 2003), h. 1772. 
59 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12. 
60 Faizar ananda Arfa, “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam 




pelanggaran yang dapat diberikan dengan metode ini adalah dalam hal ini yang 
menganggu kehidupan dan harta seseorang serta mengusik kedamaian dan 
ketentraman masyarakat. Terkait hukumannya dapat beru5pa cambukan, penjara, 
denda, peringatan dan seterusnya.61 
Ta’zir atau hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara’ adalah 
hukuman yang bersifat mendidik dalam hal ini yaitu memenjara atau memukul 
dan tidak sampai pada meulukai. Para ulama berbeda pendapat mengenai ta’zir 
dengan memungut uang atau denda, pendapat yang membolehkan yaitu Imam 
Malik, sedangkan Imam Syafi’I dan ulama pengikut Iman Syafi’i tidak ada 
satupun yang membolehkan denda dengan memungut uang tersebut. Dalam 
sebagian fatwa Ibnu ‘alan bahwa pendapat yang membolehkan  pemungutan 
denda berupa uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik yang 
sebagaimana dasarnya ketika pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa’ad, 
ketika ia lari dan bersembunyi dari pengawasannya dan ketika pembakaran 
olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.62 
Dalam fiqih jinayah hukuman diyat adalah denda. Diyat adalah hukuman 
denda atas pembunuhan yang tidak disengaja ataupun serupa dengan sengaja atau 
perbuatan seperti memperkosa hak manusia seperti menzinahi, melukai dan 
seterusnya. Dalam hal ini pelanggaran jinayah mewajibkan hukuman berupa 
denda yang terbagi menjadi dua macam hukuman yaitu melukai dan merusak 
salah satu anggota tubuh. 
                                                             
61 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 
h. 14. 




Denda keterlambatan pembayaran adalah ta’zir bukan diyat, karena denda 
keterlambatan pembayaran tidak masuk kategori pelanggaran melukai atau 
merusak anggota tubuh seseorang. Ta’zir secara garis besar terbagi menjadi empat 
jenis yaitu: 
a. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati. 
b. Hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 
pengasingan atau penjara. 
c. Hukuman ta’zir terkait harta, seperti denda atau penyitaan hata. 
d. Hukuman yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama.63 
Denda keterlambatan ini masuk kategori hukuman ta’zir yang ketiga yaitu 
hukuman ta’zir terkait dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh 
atau tidaknya hukuman ta’zir dengan cara denda mengambil harta sebagai 
konsekuensi atas pelaggaran yang dilakukan. Menurut Imam Abu Hanifah 
hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini 
kemudian diikuti oleh muridnya yaitu Muhammad Ibn Hasan, akan tetapi 
muridnya yang lain ada yang membolehkan yaitu Imam Abu Yusuf ia 
memandang boleh apabila demi kemaslahatan. Adapun ulama yang lain yang 
membolehkan yaitu Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Bin Hanbal.64 
Denda keterlambatan merupakan bentuk hukuaman ta’zir yang berkaitan dengan 
harta namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda dengan cara 
mengambil harta. 
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Menurut hukum Islam bahwa denda adalah hukuman berupa uang yang 
wajib harus dibayarkan akibat melanggar perjanjian yang telah disepakati 
sebelumnya.65 Terkait pemberlakuan denda, dikalangan ulama fiqih terdapat 
perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat hukuman 
denda tidak diperbolehkan dan sebagian lagi membolehkan. Ulama Mazhab 
Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al Jauziah, kemudian 
mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi dan 
sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi’I  berpendapat bahwa seorang hakim 
boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu perbuatan pidana ta’zir. Mereka 
mengambil patokan dari hadist yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hukaim yang 
menjelaskan tentang zakat unta, dalam hadist Rasulullah Shallallahu ‘alihi 
wasallam  bersabda: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan 
menerima imbalan pahalanya , dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan 
mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan 
sebagai hukuman dar tuhan kami….”. (HR. An Nasai’i).66 
Menurut mereka berdasarkan hadist tersebut bahwa secara tegas 
Rasulullah memberlakukan denda bagi orang yang enggan membayar zakat.67 
Sebagaimana dalam riwayat Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa: “Jika seseorang 
mengambil bauh-buahan di kebun sekedar untuk dimakan karena lapar, maka dia 
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tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk 
dibawa keluar dari kebun, maka ia akan dikenakan denda seharga bauh yang 
diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. An Nasai’i).68 Menurut Imam 
Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, 
serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda 
tidak diperbolehkan dikenakan sebagai ta’zir alasannya karena hukuman denda 
yang berlaku diawal Islam telah dibatalkan oleh hadist Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wasallam: “Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain 
zakat.” (HR. Ibnu Majah).69 
Hal ini juga diperkuat oleh dalil Al Quran yang melarang bersikap 
sewenang-wenang terhadap harta orang lain, Allah berfirman: 
لُّواْ  كُّ
ۡ
اِم لَِتأ ك َ َٰٓ إِلَي ٱۡلحُّ ْ بَِها ُّوا م بِٱۡلَبَِٰطِل َوتُّۡدل م بَۡيَنكُّ َٰلَكُّ ۡمَو
َ
ْ أ لُّوَٰٓا كُّ
ۡ
َولَا تَأ
وَن   نتُّۡم َتۡعلَمُّ
َ
َِٰل ٱلن َاِس بِٱۡلإِثِۡم َوأ ۡمَو
َ
ِۡن أ  فَرِيٗقا م 
Terjemahnya : 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah/2:188). 
Berdasarkan ayat diatas mereka berpendapat bahwa pemberlakuan denda 
termasuk kedalam larangan Allah karena dasar hukum denda itu tidaka ada.70 Ini 
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adalah perbedaan ulama tentang hukuman denda, ulama yang tidak membolehkan 
hukuman denda berpendapat bahwa hukuman denda yang ditetapkan sebelumnya 
sudah dihapus dengan hadist Rasulullah saw diatas.71 Denda keterlambatan 
pembayaran sebagai bentuk sanksi atau hukuman, tujuannya agar tidak 
mengulangi perbuatan itu kembali. Dalam ekonomi Islam, sanksi dapat diberikan 
kepada seseorang yang ingkar janji dan ketentuan seseorang yang telah ingkar 
janji telah disebutkan dalam pasal 36 yang berbunyi bahwa: “Pihak dapat 
dianggap telah melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahan; a)Tidak 
melakukan apa yang tlah dijanjikan untuk melakukannya, b)Melaksanakan apa 
yang telah dijanjikan, tapi tidak sesuai dengan sebagaimana yang dijanjikan, 
c)Melakukan apa yang telah dijanjikan tapi terlambat, d)Melakukan sesuatu yang 
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.72 Sedangkan terkait jenis sanksinya 
disebutkan dalam pasal 38 yang berbunyi bahwa: “Pihak dalam akad yang 
melakukan ingkar janji dapat dijatuhi hukuman sanksi: a)Membayar ganti rugi, 
b)Pembatalan akad, c)Peralihan resiko, d)Denda dan/atau, e)Membayar biaya 
perkara”.73 Seorang hakim diharuskan untuk terus berupaya agar hukuman yang 
diterapakannya benar-benar tepat dan bisa mengurangi tindakan seseorang untuk 
melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu, seorang hakim harus 
mengetahui kepribadian terpidana dan bagaimana lingkungan yang mengitarinya 
sehingga ia dapat menetapkan hukuman kepadanya. Jika seorang hakim 
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menganggap bahwa hukuman denda itu tepat dan sesuai dengan syara’ maka ia 
boleh memberlakukan hukuman denda kepada terpidana.74 
C. Konsep Utang Piutang 
Dalam bahasa Arab, yang biasa digunakan dalam istilah utang-piutang 
yaitu al-dain dan al-qardh. Transaksi yang bersifat khusus, istilah untuk transaksi 
utang piutang yang sering digunakan dalam fiqih adalah al-qardh. Menurut 
bahasa al-qardh berarti al-qoth yaitu terputus.75 Harta yang dipinjamkan kepada 
pihak peminjam disebut sebagai qardh karena ia terputus dari pemiliknya. 
Definisi qradh yang umum dikalangan para fuqaha bahwa, “Al-Qardh adalah 
penyerahan pemilikan harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya 
atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan 
harta kepada pihak lain untuk dikembalikan denga yang sejenis dengannya”.76 
Definisi yang lainnya menjelaskan bahwa utang piutang adalah memberikan 
sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan membayarnya kembali dengan 
yang sama atau sejenis denga itu.77 Berdasarkan definisi tersebut maka dapat 
dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat 
pertolongan (ta’awun) kepada orang lain untuk memnuhi kebutuhannya.78 Al 
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Quran dan Sunnah sebagi sumber ajaran Islam sangat menyerukan prinsip hidup 
tolong menolong seperti itu.79 
Firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah/5:2: 
 ِۖ َ َ واْ ٱّلل  ۡدَوَِٰنٖۚ َوٱت َقُّ ِۖ َولَا َتَعاَونُّواْ َعلَي ٱۡلإِثِۡم َوٱۡلعُّ ِ َوٱلت َۡقَوىَٰ ي ٱۡلبِر 
إِن َ  َوَتَعاَونُّواْ َعلَ
َ َشِديدُّ ٱۡلعَِقاِب  َ  ٱّلل 
Terjemahnya : 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya.” 
Memberi utang kepada seseorang yang membutuhkan baerarti kita telah 
menolongnya, karena orang ingin utang pastilah orang yang benar-bnar 
membutuhkan sesuatu yang tidak ia miliki sehingga ia mengutang kepada orang 
lain.80 Oleh karena itu, Allah sangat menghargai orang yang mau menolong 
sesamanya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah akan 
menolong hambaNya selama hambaNya itu menolong saudaranya”. (HR. 
Muslim).81 Hukum memberi utang adalah sunnah, dan bisa jadi wajib. Contohnya 
memberi utang kepada orang yang sedang tak berdaya dan sangat-sangat 
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membutuhkan uang.82 Maka, memberi utang dalam hal ini adalah suatu pekerjaan 
yang sangat mulia dan sangat besar manfaatnya terhadap masyarakat, karena ada 
banyak orang diluar sana yang membutuhkan bantuan orang lain.83 
1. Rukun dan syarat utang piutang 
Rukun dan syarat utang piutang 
a. Ada yang memberi piutang 
b. Ada orang yang mau berutang 
c. Objek atau barang yang diutangkan 
d. Lafaz, yaitu ada persyaratan yang diberikan baik itu dari orang yang 
memberi utang maupun orang yang mau berutang.84 
2. Pembayaran utang 
Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang untuk dipinjami 
berarti peminjam ini dikatakan memiliki utang kepada orang yang 
meminjami atau berpiutang. Dan setiap utang harus dibayar jika tidak 
maka berdosalah orang yang tidak mau  membayar utang, bahkan 
melalaikan utang juga dapat dikatakan sebagai aniaya. Perbuatan aniaya 
ini merupakan salah satu perbuatan dosa jika dilakukan. Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang melalaikan 
kewajiban membayar utang adalah aniaya”. (HR. Bukhari dan Muslim). 
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Melebihkan pembayaran utang dari sejumlah pinjaman dibolehan selama 
kelebihan itu merupakan kemauan dari pihak peminjam itu sendiri dan tidak 
disyaratakan diawal saat hendak meminjam.85 Dalam hal ini merupakan nilai 
kebaikan bagi peminjam.86 Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kalian adalah orang sebaik-
baiknya dalam membayar utang”. (HR. Bukhari dan Muslim). 
Pembayaran yang berlebih dari jumlah utang yang sebenarnya atas dasar 
suka rela atau sebagai tanda terima kasih dari orang yang berutang, maka 
tambahan tersebut tidak masuk dalam kategori riba yang diharamkan. 
Sebagaimana dari kebanyakan hadist Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa 
perbuatan melebihkan pembayaran utang yang dilakukan atas kemauan sendiri 
atau suka rela maka itu termasu sesuatu yang disunnahkan dan fadhilah atau 
perbuatan utama.87 Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang meminjamkan 
dilakukan diawal saat akad maka hal itu tidak boleh karena itu termasuk kategori 
riba, tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.88 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiap-tiap piutang yang 
mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”. (HR. 
Baihaqi). Berdasarkan beberapa riwayat diatas, maka dipahami bahwa tidak 
semua pembayaran utang yang berlebih itu riba yang haram, akan tetapi ada juga 
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yang disunnahkan dan baik untuk dilakukan. Riba terbagi menjadi dua macam, 
riba nasi’ah dan riba fadl. Riba nasi’ah tealh diharmkan berdasarkan ijma’, sesuai 
atas firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah/2:27: 
ۡيَطَٰنُّ ِمَن  هُّ ٱلش َ ومُّ ٱل َِذي َيتََخب َطُّ وَن إِل َا َكَما َيقُّ ومُّ اْ لَا َيقُّ َِبوَٰ لُّوَن ٱلر  كُّ
ۡ
ٱل َِذيَن يَأ
ُّوَٰٓ  ۡم قَال ن َهُّ
َ
َٰلَِك بِأ ۚۡ َذ ِ ۚۡ ٱلَۡمس 
ْ ا َِبوَٰ َم ٱلر  ُّ ٱۡلَبۡيَع وََحر َ َ َحل َ ٱّلل 
َ
ْْۗ َوأ ا َِبوَٰ ْ إِن ََما ٱۡلَبۡيعُّ ِمۡثلُّ ٱلر  ا
ِِۖ َوَمۡن  َ ٰٓۥَ إِلَي ٱّلل  هُّ ۡمرُّ
َ
ۥ َما َسلََف َوأ ب ِهِۦ فَٱنَتَهيَٰ فَلَهُّ ِن ر َ ََٰٓءهُۥّ َموِۡعَظةٞ م  َفَمن َجا




وَن  َعاَد فَأ  لِدُّ
Terjemahnya : 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
Yang dimaksud disini adalah riba pada masa jahiliyah. Dimana pada saat 
itu orang yang meminjam harta harus mengembalikannya dalam beberapa waktu. 
Dalam masa pembayaran ia diharuskan untuk membayar lebih dari jumlah pokok 
pinjaman semula. Artinya tambahan nilai itu adalah ganti rugi atas keterlambatan 
atau penundaan pembayaran utang. Apabila tidak dikembalikan dalam waktu yang 
telah ditentukan maka tambahan nilai akan terus bertambah, dan akan terus 




disebabkan karena penundaan pembayaran utang.89 Riba nasi’ah adalah tambahan 
yang diisyaratkan oleh peminjam sebagai bentuk kompensasi atas penangguhan 
waktu. 
Ahli hokum islam dan ahliu tafsir, berpendapat bahwa riba yang dimaksud 
dalam Al Quran adalah riba nasi’ah, dimana pada saat itu bentuk riba yang 
merajalela pada zaman jahiliyah yaitu kelebihan pembayarn yang diharuskan 
kepada pihak yang berutang sebagai imbalan dari teggang waktu yang diberikan. 
Jadi riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman 
dikrenakan pihak yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan utang pada 
waktu yang telah ditetapkan.90 Sedangkan riba fadl adalah tambahan dalam 
mengganti harta lain yang masih sejenis. Ada juga yang mengatakan bahwa riba 
fadl adalah pertukarang antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang 
berbeda dan barang yang dipertukarkan adalah barang jenis ribawi.91 
Akad utang piutang dalam kartu kredit syariah sebagian besar telah sesuai 
dengan konsep utang piutang dalam Islam. Akan tetapi dalam hal penerapan 
denda saat pemegang kartu tidak bisa membayar tagihannya, menjadikan 
perjanjian utang piutang dalam kartu kredit syariah sama dengan riba yang pada 
zaman jahiliyah banyak berkembang. 
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D. Kartu Kredit Syariah dan Ketentuan Akadnya 
Istilah kartu kredit dalam bahasa arab adalah Bithaqah al-iqradh, istilah 
yang menunjukkan kesesuaian hakikat kartu tersebut bahwa yang 
membedakannya dengan kartu lain dari segi persyaratan dan pelunasan 
pinjamannya adalah ia dibangun atas dasar prinsip syariah.92 Kartu kredit syariah 
adalah suatu kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli 
atau penarikan uang sebagai talangan atau utang yang selanjutnya harus dilunasi 
diwaktu yang telah ditentukan.93 Dalam islamic finance kartu dikenal dengan 
istilah islamic card atau syariah card yang berarti kartu kredit syariah. Kertu 
kredit syariah  merupakan kartu yang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan 
syariah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan 
transaksi jual belli barang maupum jasa.94 Jadi syariah card atau kartu kredit 
syariah memiliki dua kegunaan yaitu: 
a. Sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaski oleh pemegang kartu. 
b. Sebagai alat untuk menarik uang tunai dari tempat yang telah ditentukan oleh 
penrbit kartu. 
Dalam melakukan transaksi dalam hal ini untuk mengeluarkan kartu kredit 
tersebut umumnya mengandung beberapa komitmen yang didalamnya berbau riba 
yang intinya mewajibkan pemegang kartu untuk membayar denda finansial jika 
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terlambat menutupi utangnya dari waktu yang telah ditentukan.95 Dari sudut 
pandang syariah, penggunaan kartu kredit syariah sebagai bentuk tolong 
menolong, dimana pemegang kartu ditolong dalam hal kebutuhan kemudian disisi 
pedagang juga tertolong dengan terjualnya dagangannya yang pembayarannya 
dilaukan oleh pihak penerbit kartu kredit syariah. 
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) kartu kredit syariah terkandung beberapa akad didalamnya.96 
a. Kafalah  
Kafalah merupakan perjanjian dengan memberikan penjaminan atau 
penangguhan. Pemberi jaminan disebut kafil dan yang dijamin disebut makful.97 
Dalam penngertian lain bahwa kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab 
kepada orang lain sebagai penjamin.98 Tangguhan sendiri terbagi menjadi dua, 
yaitu tangguhan dengan jaminan dirinya dan tangguhan dengan jaminan harta. 
Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu 
terhadap merchant atas semua kewajiban bayar utang yang timbul dari transaksi 
antara pemegang kartu dengan merchant.99 
Dasar hukum akad ini sebagai berikut: 
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1. Al Quran 
نَا۠ بِهِۦ زَِعيٞم  
َ
 بَعِيرٖ َوأ
َواَع ٱلَۡملِِك َولَِمن َجآََٰء بِهِۦ ِحۡملُّ ُّواْ َنۡفقِدُّ صُّ    ٧٥قَال
Terjemahnya : 
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa 
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf : 
72). 
2. Dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
bahwa, “Telah dihadapkan kepada Rasulullah mayat seorang laki-laki 
untuk dishalatkan… rasulullah bertanya “apakah dia mempunyai 
warisan?” Para sahabat menjawab, “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi, 
“Apakah dia mempunyai utang?” sahabat menjawab, “ya, sejumlah 3 
dinar”. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkan 
(tetapi beliau tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “saya menjamin 
utangnya, ya Rasulullah”. Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat 
tersebut. (HR. Bukhari No. 2127)100 
b. Qardh 
Qardh merupakan istilah yang juga disebut kredit yang berarti 
meminjamkan uang atau barang atas dasar kepercayaan.101 Dalam perjanjian 
qrdh, pemberi pinjaman memberi pinjaman dengan ketentuan bahwa peneria 
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pinjaman akan mengemblikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah 
ditentukan dengan jumlah yang sama dengan dipinjamkan.102 
Landasan hukum akad qardh sebagai berikut: 
1.  Al Quran 
ۡهَر ٱۡلَحَراَم َولَا ٱلَۡهۡدَي  ِ َولَا ٱلش َ َ ئَِر ٱّلل  َها ٱل َِذيَن َءاَمنُّواْ لَا تُِّحل ُّواْ َشَعََٰٰٓ ي ُّ
َ
أ َيََٰٰٓ
 ۡۚ َٰٗنا ِِهۡم َورِۡضَو ب  ِن ر َ ِيَن ٱۡلَبۡيَت ٱۡلَحَراَم يَۡبَتغُّوَن فَۡضٗلا م  َٰٓم  َٰٓ َءا ئَِد َولَا َولَا ٱۡلَقَلََٰٰٓ
ْۚۡ وَ  ۡم َشنَ ِإَوَذا َحلَلۡتُّۡم فَٱۡصَطادُّوا ۡم َعِن لَا يَۡجرَِمن َكُّ وكُّ ن َصد ُّ
َ
ٔ َٔانُّ قَۡوم  أ
ِۖ َولَا َتَعاَونُّواْ  ِ َوٱلت َۡقَوىَٰ ي ٱۡلبِر 
ْ َعلَ ْْۘ َوَتَعاَونُّوا وا ن َتۡعَتدُّ
َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم أ
َ َشِديدُّ ٱۡلعَِقاِب   َ ِۖ إِن َ ٱّلل  َ َ واْ ٱّلل  ۡدَوَِٰنٖۚ َوٱت َقُّ  َعلَي ٱۡلإِثِۡم َوٱۡلعُّ
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya.” (QS. Al Maidah/5: 2). 
2. Dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari  
Ibnu Mas’ud r.a  bahwa, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wasallam telah bersabda,”seorang muslim yang mempiutangi seorang 
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muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”. 
(HR. Ibnu Majah).103 
c. Ijarah 
Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, yang 
melalui pembayarn upah sewa, dan tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang tersebut.104 Ijarah merupakan bentuk transaksi yang 
mempunyai status hukum boleh untuk dilakukan.105 
Penerbit kartu dalam akad ini yaitu penyedia jasa sistem pembayaran dan 
pelayanan terhadap pemegang kartu. Landasan syariah diperbolehkan akad ijarah 
sebagai berikut: 
1. Al Quran 
 َٰٓ ا ۡم إَِذا َسل َۡمتُّم م َ َناَح َعلَۡيكُّ ۡم فَلَا جُّ ۡوَلََٰدكُّ
َ





َ بَِما َتۡعَملُّوَن بَِصيٞر   َ ن َ ٱّلل 
َ
وَٰٓاْ أ َ َوٱۡعلَمُّ َ واْ ٱّلل  وِفِۗ َوٱت َقُّ  َءاتَۡيتُّم بِٱلَۡمۡعرُّ
Terjemahnya : 
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al - 
Baqarah/2:233) 
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2. Dalam hadist Rasulullah SAW dari Ibn Abbas r.a bahwa, “Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berbekam, kemudian beliau 
memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya.”106 
Ketiga akad tersebut merupakan akad yang biasa digunakan bertransaksi 
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TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI 
NO:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN 
PEMBAYARAN UTANG CREDIT CARD SYARIAH 
 
A. Analisis Denda atas Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit 
Syariah 
Dizaman yang sudah modern ini transaksi  menggunakan kartu syariah 
atau credit card syariah bisa kita lihat sudah banyak yang menggunakan,  kartu 
merupakan alat untuk memudahkan orang untuk bertransaksi sehingga kini kita 
tak lagi bergantung pada sistem pembayaran cash dengan cara membawa-bawa 
uang cash  yang memiliki banyak resiko.107 Penerbitt kartuikredit smerupakan 
lembagaakeuangan yang juga mengharapkan keuntungan danttentu saja juga 
berupaya agar terhindar dari kerugianddalamisetiap usahanya, termasukidalam hal 
ini penerbitanikartu kreditisyariah.108 Haliini dikarenakannpenerbit juga 
merupakan lembagaakomersial yang manaididalamnya ada karyawannyang 
bekerja yang tentunya juga membutuhkan upah atau gaji atas pekerjaan mereka 
dalam lembaga ini. Oleh karena itu, lembagaiiniimembutuhkan pendapataan 
supaya tegap tetapibisaibertahan. Kehadiranilembagauini dengan diterbitkannya 
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kartu kredit syariah sangat berguna dikalangan masyarakat demikian juga 
sebaliknya.109 
Ada tiga akad dalam penggunaan kartu kredit syariah yaituikafalah,iijarah 
daniqardh.110 Untuk akadikafalah dan ijarahipenerbit kartuimendapatkan feeiatas 
pelayanannya, dengan ini dalam bertransaksi pemilikkkartu dapatimemperoleh 
barangidengan mudah danipenerbit kartu merupakan penengah 
perantaraimerchant dan carddholder dalamibertransaksi. Makaifee ini adalah 
sebagaiiupah atauimbalan atasipelayanannya dan dalam hal ini 
diperbolehkanidalamihukumuIslam. 111 Sedangkaniuntuk akadiqard, yang 
memberikan pinjaman dalam hal ini yang menerbitkan kartu kepada 
pemegangukartu. Beberapa bankkmensyaratkaniadanya pembukaanirekening, 
sebagaiujaminan nasabah atas pelayanan kartu ini dan juga sebagaiijaminan 
berlangsungnyaapembayaran atas transaksiuyang dilakukanioleh pemeganggkartu 
(carddholder).112 Namun, padaiumumnya pemegangokartu tidak 
memberikanijaminan dalam bentukkbarangatau semacamnya kepadaapenerbit 
kartu. Akan tetapi, jaminangini dalam bentuk keuntunagan yang diberikan oleh 
card holder (pemegang kartu)  kepada penerbit Card issuer. Keistimewaan 
diberikan oleh issuer card dalam hal ini berupa fasilitas yang banyak memberikan 
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manfaat kepada card holder. Penerbit kartu medapatkan keuntungan dari sini, 
yaitu dariiiuran dan biaya-biayaooperasiomal yang diberlakukan 
kepadahpemegang kartu.113 
Sebagai ketentuan dari penggunaan kartu tersebut maka setiap dana yang 
digunakan harus dikembalikan dalam waktu yang sudah ditetapkan bersama 
sebelumnya. hal ini dikarenakan orang-orang masih terdapat banyak yang dapat 
memanfaatkannya untuk dipinjam, utnuk itu sangat penting bagi bank untuk 
menjamin perputaran dana tersebut. Dan untukimendisiplinkan pemegangpkartu 
agarisupaya membayaridengan tertib waktu, maka bankimemberlakukanihukuman 
keterlambatannbagi pemegangzkartu apabila ia tidak tepat waktuimengembalikan 
tagihannutangnya. Kalau tidak bisa membayarnya secara penuh, maka bisa juga 
dibayar dengan dicicil selama waktu pembayarannya itu masih belum lewat dari 
jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Adapun tagihan yang lewat dari waktu 
yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda keterlambatan. 
DSN-MUI dalam hal ini membolehkan adanya denda atas keterlambatan 
membayar utang pada kartu kredit syariah, sebagaimana yang ada pada 
fatwaIIDSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/20061tentang syariahccard 
berdasarkaniketentuan keenam point “b” yang didalamnya disebutkanibahwa 
yang menerbitkanikartu dapat meberlakukanndenda keterlambatanipembayaran 
untuk kemudian diakuiisebagai danassosial.114 Dendajketerlambatan yaitu dengan 
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mengambil sejumlahiuangiyang besar jumlahnya telahydisepakati sebelumnya 
pada saat akad ditanda tangani.115 Artinya hal ini memang telah ditentukan diawal 
perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan ini, setelah 
menanda tangani isi perjanjian, maka mereka secara otomatis telah menyetujui isi 
perjanjian tersebut. Termasuk dalam hal ini pemberlakuan denda keterlambatan 
pembayaran tagihan utang. 
Kartu kredit syariah diterbitkan oleh lembaga keuangan yaitu bank, 
bank merupakan lembaga keuangan dimana usaha pokoknya adalah memberi jasa 
kredit dalam hal lalu lintas pembayarann dan juga peredaran uang dengan maksud 
memenuhi kebutuhan kredit baik itu modal untuk diri sendiri maupun modal 
oranglain.116 Jadi pergerakan bank selalu menyangkut seputar keuangan dan 
kredit, juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai perantara pemberi pinjaman dan 
menciptakaan uang.117 Usaha bank selalu dikaitkan dengan uang, dimana bank 
mengelola uang yang masuk dari nasabah yang menyimpannya untuk kemudian 
diberikan dalam bentuk kredit kepada orang yang mengajukannya termasuk dalam 
hal ini kredit dalam transaksi kartu kredit syaraiah. Dalam hal ini bank sangat 
membutuhkan komitmen dan kepastian dari nasabah yang dipinjamkan uang 
membayar tagihan kredit (pinjaman) tepat pada waktunya. Oleh karena itu denda 
dianggap sebagai salah satu solusi untuk memperoleh kepastian itu. 
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Prinsip dari sanksi denda keterlambatan pembayaran (late charge) ini 
adalah ta’zir untuk orang yang telat bayar utang.118 Adapun ulama beda pendapat 
terkait hal ini, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.119 
Ulama yang membolehkan sanski denda adalah ulama madzhab Hambali, 
mayoritas ulama dari mazhab Maliki, sebagian ulama dari madzhab Hanafi, dan 
juga sebagian ulama dari kalangan madzhab Syafii berpendapat bahwa hakim 
boleh memberikan hukuman berupa denda apabila setelah pertimbangan hukuman 
itu yang paling tepat untuk diberikan kepada tindak pidana.120 Dasar hukum yang 
dipakai dalam kasus ini ialah salah satunya dalam hadist yang diriwayatkan oleh 
An Nasai dari Bahz bin Hukaim yang bicara mengenai zakat unta bahwa 
Rasulullahsaw. pernah berkata: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan 
patuh, akan menerima imbalan pahalanya , dan siapa yang enggan 
membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari 
hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dar tuhan kami….”. (HR. An 
Nasai’i).121 
Ulama yang membolehkan pemberlakuan denda berpendapat berdasarkan 
hadist diatas bahwa Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa Rasulullah 
memberlakukan denda kepada siapa saja yang tidak mau mengeluarkan 
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zakatnya.122 Menuerut beberapa imam denda tidak diperbolehkan dikenakan 
sebagai ta’zir alasannya karena hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah 
dibatalkan oleh hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Dalam harta 
seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah).123 
Berdasarkan konsep hokum positif sanksi berupa denda ini boleh dan tidak 
ada perdebatan terkait hal ini  (sepakat), beda halnya dengan hokum Islam dimana 
terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mnegenai boleh atau tidak 
pemberlakuan denda.124 Denda keterlambatan pembayaran tagihan (late charge) 
merupakan konsekwensi akibat terlambatnya pembayaran tagiahan yang nantinya 
akan diakui sebagai dana sosial. Pemegang kartu yang memanfaatkan kartu kredit 
memiliki kewajiban untuk membayar tagihan tersebut. Kewajiban dalam hal ini 
artinya ia harus membayar tagihan utang karena telah bertransaksi dengan 
merchant, dimana penerbit Card membayar tiap barang yang di beli dengan card 
terebut yang kemudian dihitung sebagai utang yang nantinya wajib untuk 
dikembalikan pada waktu yang telah dtentukan.125 
Utang piutang adalah penyerahan sejumlah uang untuk dikembalikan 
sesuai dengan waktu yang disepakati dengan jumlah yang sama, jumlah yang 
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sama atinya utang yang dikembalikan samadengan jumlah nominal pinjaman.126 
Tidak ada tambahan dalam pegembalian ini karena jika ada tambahan maka ini 
adalah praktek riba yang diharamkan oleh Allah, peminjam hanya wajib 
mengembailkan sesuai dengan jumlah nominal yang dipinjam.127 Allah SWT  
berfirman dalam Qs. Al – Baqarah/2:279: 
ۡم رُّءُّوسُّ فَإِن ل َۡم َتۡفعَ  ولِهِۖۦِ ِإَون تُّبۡتُّۡم فَلَكُّ ِ َورَسُّ َ َِن ٱّلل  ْ بَِحۡرٖب م  ذَنُّوا
ۡ
ْ فَأ لُّوا




Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
Rasulullah secara terang-terangan telah mengutuk para pelaku riba, bukan 
saja pelaku riba tapi juga yang memberi riba, penulis riba dan saksi-saksi riba 
mereka semua sama-sama berdosa. Bahkan Rasulullah mengqiyaskan dosa riba 
tersebut sama seperti dosa orang yang telah melakukan zina sebanyak 36 kali dan 
dosanya seperti orang yang mengzinahi ibu kandungnya sendiri.128 Apabila terjadi 
demikian, kelebihan pembayaran dari jumlah sebenanya (pokok) yang dipinjam 
maka ini terbagi menjadi dua kasus. Pertama, kelebihan yang tidak disebutkan 
pada saat perjanjian akad, artinya apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan 
oleh pihak yang berhutang tidak disyaratkan saat perjanjian maka kelebihan 
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tersebut halal, bahkan itu merupakan suatu kebaikan bagi orang yang berutang.129 
Kedua, kelebihan yang disyaratkan diawal perjanjian kepada orang yang berutang, 
kelebihan tersebut haram hukumnya.130 Sebagaimana dalam hadist Rasulullah 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, yang maknanya “Tiap-
tiap piutang yang mengambil manfaat didalamnya, maka ia sejenis dari beberapa 
riba.” Riba yang dimaksud disni adalah riba nasiah yaitu tambahan yang 
disyaratkan kepada oarng yang berutang sebagai perpanjangan waktu pembayaran 
utang.131 
DSN-MUI membolehkan denda keterlambatan pembayaran untuk 
diterapkan.132 Sebagaimana tujuan diterapkannya denda ini adalah untuk 
mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya membayar tagihan 
utang dengan tepat waktu.133 Kemudian hasil dari sanksi denda keterlambatan 
pembayaran berupa uang akan dimasukkan kedalam dana sosial dan tidak diakui 
sebagai pendapatan sebagaimana fatwa DSN-MUI. Tujuan lain diberlakukannya 
denda keterlambatan adalah agar pemegang kartu tidak mempermainkan penerbit 
kartu dengan cara sengaja menunda pmbayaran tagihan padahal sebenarnya ia 
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sanggup membayarnya.134 Pada intniya sebenarnya agar mempertahankan 
eksistensi penerbit credit card syariah yang merupakan suatu lembaga komersial. 
Sehingga dari sini bisa dipahami denda akibat keterlambatan pembayaran 
diperlukan demi disiplinnya para pemegang kartu kredit syariah dalam membayar 
tagihan utangnya. 
Denda keterlambatan pembayaran utang credit card syariah ialah hukuman 
yang berdasarkan prinsip ta”zir dan dilakukan untuk perbaikan dengan tujuan 
untuk mendidisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya membayar 
tagihan utangnya. Kemudian uang dari hasil denda keterlambatan tersebut tidak 
akan diakui sebagai pendapatan melainkan akan diakui sebagai dana sosial.135 
Adapun nilai besar nominalnya tidak hanya berasal dari pihak penerbit selaku 
yang berpiutang akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama, dan dengan ini 
maka denda atas keterlambatan membayar utang pada kartu kredit syariah 
diperbolehkan untuk diterapkan dalam kartu kredit syariah. 
B. Fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Denda Keterlambatan 
Pembayaran Utang Credit Syariah 
Dengan menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan 
menetapkan fatwa DSN-MUI terkait denda atas keterlambatan membayar utang 
pada kartu kredit syariah sebagai berikut: 
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Pertama Ketentuan Umum 
 Yang dimaksud dalam fatwa ini meliputi: 
a. Syariah card atau kartu kredit syariah adalah 
kartu yag berfungsi sama dengan kartu kredit 
pada umumnya, akan tetapi dalam hal ini 
hubungan hukumnya berdasarkan ketentuan 
yang telah ada antara kedua belah pihak 
sebagaimana telah ditentukan dalam fatwa 
ini. 
b. Semua pihak yang tercantum pada point a 
antara lain penerbit kartu, pemegang/pemilik 
kartu dan penerima kartu (merchant atau 
qabil al-bithaqah. 
c. Membership fee dalam hal ini ialah iuran 
anggota, termasuk didalamnya peroanjangan 
masa keanggotaan dari pemegang kartu. 
Sebagai imbalan atas penggunaan kartu yang 
pembayarannya berdasarkan kesepakatan 
bersama. 
d. Merchant fee dalam hal ini merupakan fee 
yang diberikan kepada penerbit kartu oleh 
merchant atas transaksi menggunakan kartu 




aau perantara (samsarah), peasaran (taswiq) 
dan penagihan. 
e. Fee penarikan tunai dalam hal ini  adalah fee 
atas penggunaan fasilitas dalam [enarikan 
tunai. 
f. Ta’widh dalam hal ini ialah tebusan atas 
biaya yang telah dikeluarkan penerbit kartu 
atas keterlambataan pemilik kartu dalam 
memenuhi kewajibannya yang telah jatuh 
tempo. 
g. Denda keterlambatan dalam hal ini adalah 
saksi atau hukuman denda berupa uang akibat 
keterlambatan pembayaran kewajiban dan 
akan diakui sebagai dana sosial. 
Kedua Ketentuan Akad 
 Akad-akad yang digunakan dalam syariah card 
meliputi: 
a. Kafalah, dalam hal ini penerbit kartu adalah 
penjamin (kafil) bagi pemegang kartu kredit 
syariah terhadap merchant atas semua 
kewajiban bayar yang timbul akibat transaksi 
antara pemegnag kartu kedit dengan 




pATM Bank Penerbit Bank atau selain bank. 
b. Qardh, dalam hal ini penerbit kartu kredit 
syariah adalah pemberi pinjaman (muqridh) 
kepada pemegang kartu (muqtaridh) melaului 
penarikan tunai dari selain bank atau ATM 
dari bank penerbit kartu. 
c. Ijarah, dalam hal ini penerbit kartu kredit 
syariah adalah penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan terhadap 
pemegang kartu, atas ijarah ini maka 
pemegnag kartu dikenakan membership fee. 
Keempat  Ketentuan Tentang Batasan Syariah Card 
 a. Tidak mengandung riba. 
b. Tidak digunakan untuk transakasi yang 
didalamnya mengandung sesuatu yang 
dilarang oleh syariah. 
c. Tidak israf atau tidak melakukan pengeluaran 
yang berlebihan. 
d. Pemegang kartu dalam hal ini harus memeliki 
kemampuan finansial untuk melunasi 
kewajiban tepat pada waktunya. 





Kelima Ketentuan Fee 
 a. Membership fee atau iuran keanggotaan 
dalam hal ini penerbit card memiliki hak 
untuk menerima iuran sebagai anggota 
termasuk perpnjangan masa keanggotaan dari 
pemegang kartu kkredit syariah sebagai ujrah 
atas penggunaan fasilitas kartu. 
b. Merchant fee, dalam hal ini penerbit kartu 
menerima fee dari harga objek transaksi yang 
dilakukan oleh pemegang kartu dengan 
merchant sebagai upah (ujrah) atas 
pelayanan. 
Keenam Ketentuan Ta widh dan Denda 
 a. Penerbitan kartu kredit syariah bisa 
memberikan  ta’wid kepada pemegang kartu 
sebagai ganti rugi atas biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh penerbit kartu atas 
keterlambatan pemegang kartu dalam 
membayar kewajibannya yang telah jatuh 
tempo. 
b. Denda keterlambatan pembayaran (late 
charge) 




memberikan denda keterlambatan 
pembayaran yang akan diakui sebagai dana 
sosial. 
Ketujuh Penutup 
 a. Apabila saah satu dari kedua belah pihak 
tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi 
perselihan dengan pihak-pihak terkait, maka 
dalam hal ini penyelesaiannya dapat 
dilakukan melaului Badan Arbitrase Syariah 
atau dalam hal ini pengadilan Agama setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya 
dengan ketentuan jika dikemudian hari 
terdapat kekeliruan didalamnya maka akan 










C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam  Terhadap Fatwa DSN-MUI 
NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran 
Utang Credit Card Syariah 
Ekonomi Islam terbangun atas dasar hukum naqli dan aqli.136 Dasar 
hukum naqli bersumber dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu 
Al Quran dan Hadist, sedangkan dasar hukum Aqli bersumber dari hasil Ijtihad 
atau dalam hal ini berasal dari hasil pemikiran manusia.137 DSN-MUI telah 
mengeluarkan fatwa terkait kartu syariah dengan penuh kehati-hatian agar sesusai 
dengan hukum Islam. Dalam mengeluarkan fatwa tentu saja tidaklah mudah, 
apalagi menyangkut hal-hal yang berhubungan hukum Allah sehingga dalam hal 
ini harus dengan penuh kahatia-hatian, teliti, dan pemikiran yang sangat 
mendalam agar dalam mengeluarkan fatwa tidak melenceng sedikitpun dari 
syariat Islam. Termasuk ketika memngeluarkan fatwa terkait kartu kredit syariah, 
dalam proses pembuatannya juga harus penuh ketelitian dan hati-hati. DSN-MUI 
dalam fatwanya yang membolehkan pemberlakuan denda keterlambatan 
pembayaran tagihan bagi pemegang kartu menggunakan dalil dari Al Quran, 
hadist, kaidah fiqh, dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang sebelumnya. Adapun dasar 
dalam mengeluarkan fatwa tentang syariah card khususnya dalam hal ini denda 
keterlambatan pembayaran utang credit card syariah sebabagai berikut: 
 
                                                             
136 Itang, Dasar Hukum EkonomieIslam, (Banten: FakultassSyariah dan EkonomioIslam 
IAIN SultannMaulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 1. 
137 Faisal, Modul Hukum Ekonomim Islam, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal 




1. QS. Al - Maidah/5:1 
م بَ  ِحل َۡت لَكُّ
ُّ
ٖۚ أ ودِ قُّ ْ بِٱۡلعُّ ۡوفُّوا
َ
ْ أ َها ٱل َِذيَن َءاَمنُّوَٰٓا ي ُّ
َ
أ نَۡعَِٰم إِل َا َما َيََٰٰٓ
َ
ِهيَمةُّ ٱۡلأ
مُّ َما يُّرِيدُّ   َ يَۡحكُّ
َ ْۗ إِن َ ٱّلل  ٌم رُّ نتُّۡم حُّ
َ
ۡيِد َوأ ِحل ِي ٱلص َ ۡم َغۡيَر مُّ ۡتلَيَٰ َعلَۡيكُّ  يُّ
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.”.138 
 Bardasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahwa  Allah swt. menuntut kepada 
orang beriman agar bisa membuktikan keimanannya, penuhi akad itu, yaitu 
perjanjian antara manusia dengan penciptanya maupun perjanjian antara kita 
sesama manusia, bahkan perjanjian dengan diri kita sendiri dan segala bentuk janji 
selama didalamnya tidak ada unsur yang diharamkan.139 Janji-janji dan semua 
yang diikat, diakadkan (Al-Uquud, al-‘uhuud), dalam artian semua yang 
dihalalkan oleh Allah SWT dan yang diharamkanNya, jangan menyalahi apalagi 
mengingkarinya .140 Maksud dari ayat diatas adalah bahwa hendaknya 
menyempurnakan akad atau perjanjian yang sudah disepakati, adapun janji yang 
didalamnya mengandung sesuatu yang diharamkan seperti janji meninggalkan 
ibadah kepada Allah maka jangan disempurnakan. 
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Dalam hukum Islam sangat diwajibkan untuk menghormati perjanjian 
yang telah disepakati bersama, apabila mendapatkan amanah dari lembaga 
keuangan berupa pinjaman maka ia wajib untuk mengembalikannya (utang). Akan 
tetapi, jika ia mengingkari perjanjian terebut maka ia akan dikenakan hukuman 
berupa kewajiban utnuk membayar cicilan kredit pembiayaan.141 Allah 
memerintahkan setiap hambanya untuk selalu menepati janji yang telah dibuat, 
namun janji dimaksud adalah janji yang baik-baik, bukan janji yang didalamnya 
menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal. Perjanjian antara 
pemegang kartu dengan dengan penerbit sesuai yang disepakati wajib dijalankan 
oleh kedua belah pihak. Jadi, pemegang kartu saat menandatangani isi perjanjian 
kartu kredit syariah, maka wajib baginya untuk menepati janjinya membayar 
tagihan pada waktu yang telah ditentukan. 
2. Hadist Nabi Muhammad Saw. yang melandasi denda keterlambatan (late 
charge), Hadist Nabi yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat, 
Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Timizi dari Abu 
Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu 
Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari 
Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah dan Darmi dari 
Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: 
لْمٌ   َمْطلُّ الَْغنِِي  ظُّ
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Artinya :  
“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman…”142 
Dijelaskan maksud hadist ini bahwa orang yang mampu dan sengaja 
menunda waktu pembayaran utang merupakan suatu kedzaliman. Dalam Fathul 
Bari, Al-hafidh mengatakan: “Yang dianggap menangguhkan utang dan 
dipandang sebagai dosa ialah mereka yang mampu membayar utangnya dan 
punya harta. Dan orang yang masih kuat untuk bekerja namun tidak cukup uang 
untuk melunasi utang, tidak dipandang sebagai orang yang manangguhkan 
pembayaran utang dan dia tidak berdosa.”143 
Pemegang credit card syariah ini bisa dibilang termasuk orang kaya 
disebabkan karena memang credit card syariah ini diperuntukkan kepada mereka 
yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar tagihan tepat waktu yang 
telah ditentukan atau jatuh tempo. Sehingga apabila ia terlambat untuk membayar 
tagihannya saat jatuh tempo maka dianggap melakukan kezaliman dan berhak 
untuk dikenakan hukuman denda. 
3. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An Nasai’i 
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“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh yang mampu, 
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”144 
Hadist yang menjelaskan terkait harga diri seseorang halal dan berhak 
untuk memberi sanksi kepadanya yang sebenarnya bisa membayar namun sengaja 
menunda waktu pembayaran utangnya. Ibn mubarak mengatakan; “Arti halal 
harga dirinya itu yaitu boleh mengucapkan perkataan kasar kepadanya dan halal 
menghukumnya dengan memasukkannya kedalam penjara.”145 
Hadist ini bisa dijadikan dasar hukum yang diambil bahwa orang yang 
sebenarnya mampu atau bisa membayar namun sengaja menunda waktu 
pembayaran utangnya bisa diberi sanksi. DSN-MUI dalam fatwanya 
mengemukakan sanksi yang diberikan dalam credit card syariah ialah denda yang 
besarnya denda ditentukan berdasrkan kesepakatan bersama diawal perjanjian. 
Sanski lebih efektif dan lebih mudah untuk diimplementasikan dan juga bisa 
mendisiplinkan pemegang kartu supaya tidak menunda-nunda pembayaran utang. 
4. Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
وْ  ن َ رَسُّ
َ
ْدرِي رَِضَي اّللُّ َعنْهُّ أ بِي َسعِيْد  سْعدُّ بِْن ِسَناِن الْخُّ
َ
ّللِ  َل َعْن أ
لاَ َضَرَر َولاَ ِضَرارَ  :َصل َي اّلل عليه وسل ََم قَاَل   
Artinya : 
Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiallahu 
‘anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 
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bersabda: “Janganlah kalian saling membahayakan dan 
merugikan”. (HR. Ibnu Majah)146 
Hadist ini menjelaskan, mengakibatkan kerugian untuk diri sendiri apalagi 
utnuk orang lain tidak dibenarkan kata Rasuulullah. demikianlah hukuman dari 
bank selaku yang menerbitkan kartu, seandainya tidak dikembalikan uang yang 
dipinjamkanya, boleh untuk memberikan hukuman sebagaimana fatwa yang 
dikeluarkan oleh ulama dalam hal iniiDSN-MUI. Jadi, merupakan suatu yang tak 
terelakkan, sanksi memang sangat diperlukan untuk mendisiplinkan pemegang 
kartu dan juga demi mendukung keberadaan bankipenerbit agar tetap 
tegapubertahan. 
5. Kaidahjfiqih dengan kalimat “kesulitan dapat menarik kemudahan” 
ةُّ تَْجلِبُّ التَ يِْسيْرُّ   المَشَق 
Artinya :  
“kesulitan dapat menarik kemudahan.”147 
Sangat sulit bagi penerbit kartu untuk mendapatkan kepastian dari 
pemegang kartu, karenanya diberlakukanlah denda keterlambatan sebagai sanksi 
atas keterlambatan pembayaran. Betapa demikian kemudahan tidaklah 
memungkinkan yang dilarang untuk dilakukan. 
6. Kaidahffiqih dengan kutipan “menghindarkan kerusakan (kerugian) 
harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan” 
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ْوََل ِمْن َجلِْب الَْمَصالِحِ 
َ
 َدرْءُّ الَْمَفاِسِد أ
Artinya : 
“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan atas 
mendatangkan kemaslahatan.”148 
Penerbit kartu dalam upaya menghindari kerugian maka diberlakukan 
sanski denda keterlambatan sebagai akibat bagiwpemegangjkartu jikarterlambat 
membayarptagihan. Aturan pemberlakuan sanksi seperti ini diharapkan kepada 
pemegang kartu untuk tidakqmenunda-nunda pembayaranytagihan. Makaidalam 
hal ini dendamketerlambatan sebagai solusi yang dapat membawa banyak 
kejelasan kemudian mencegah kemalangan bagi bank penerbit sebab penundaan 
dalam memunuhi kewajiban. 
7. Maslahah Mursalah 
Dewan Syariah Nasional MUI dalam hal ini membolehkan denda 
keterlambatan pembayaran untuk diterapkan berdasarkan maslahah mursalah 
karena ada manfaat didalamnya.149 Sebagaimana tujuan dari penerapan denda ini 
yaitu untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya 
membayar tagihan utang dengan tepat waktu. Kemudian hasil dari sanksi denda 
keterlambatan pembayaran berupa uang akan dimasukkan kedalam dana sosial 
dan tidak diakui sebagai pendapatan sebagaimana fatwa DSN-MUI. Tujuan lain 
diberlakukannya denda keterlambatan adalah demi menghalangi timbulnya 
kesengajaan menundahpmbayaran tagihan padahal semestinya dia dapat 
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membayarnya. Selanjutnya, secara fundamental, untuk mendukung keberadaan 
penerbit kartu syariat tetap tegap sebagai bada usaha komersil. Makaidari sini 
bisaikita pahami dendaiketerlambatan pembayaran diperlukan demi disiplinnya 
para pemegangikartu kredit syari’ah dalammmembayar tagihan utangnya. 
8. FatwaiDSN- MUI No : 17 / DSN-MUI/X/2000 tentang Denda 
Keterlambatan Pembayaran bagi Nasabah yang Menunda-
NundaPPembayarannUtang 
Fatwa inilah yang menjadi dasar utama diberlakukannya sanksi denda 
keterlambatan pembayaran yang kemudian keluarlah fatwa DSN-MUI 
No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Dalam fatwa nomor 17 ini 
disebutkan bahwa sanksi yang diberikan bisa berbentuk denda sebanyak uang 
yang di sepakati jumlahnya yang disepakati saat akad dan ditanda tangani.150 
Semua dalil-dalil tersebut diatas adalah dasar hukum ekonomi Islam 
diberlakukannya denda akibat terlambat melakukan pembayaran utang pada kredit 
card syariah dalam fatwa DSN-MUI No:54 tentang kartu syariah. Berdasarkan 
dalil diatas menunjukkan jika pemeberian sanksi berupa denda akibat terlambat 
membayar maka diperbolehkan sebab bisa mendatangkan manfaat terlebih 
mendisiplinkan para pemegang kartu kredit syariah agar tidak meunda-nunda 
pembayaran utang. 
 
                                                             
150 Abdul Wahab Ibrahim, Banking Crd Syariah, Kartu Kredit Dan Debit Dalam 







Penulis telah melakukan tinjauan terhadap denda akibat terlambat 
melakukan pembayaran pada utang credit card syriah dalamifatwaBDSN-MUI 
No:54/DSN-MUI/X/20066tentang syari’ah card, dengan demikian penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Denda akibat terlambat melakukan pembayaran pada kartu kredit 
syari’ahidiperbolehkan dari segi hokum ekonomiiIslam. Hal ini karena 
memberikanisanksi kepada orang mampuhnamun menunda-
nundahpembayaran utangidiperbolehkan, artinya pemegang kartu 
kreditisyariah termasuk orang yang mampu. Selain ituudenda 
keterlambatanipembayaran utang pada credit card syariah ini diterapkan 
atas dasar kemaslahatan, yaitu karena ada manfaat didalamnya.  
2. Tujuan diberlakukannya denda akibat terlambat membayar utang pada 
kartu kredit syariah adalah untuk mendisiplinkan pemegang kartuikredit 
syariahiagar tidakiterlambat dalam membayar tagihan pinjamannya. 
Sebagaimana dalamiifatwa DSN-MUI bahwaadana dari hasillldenda 
akibat terlambat melakukan pembayaran utang pada kartu kredit syariah 
akan dimasukkan dalam dana sosial bukan sebagai pendapatan. Adapun 
nilai nominal denda berdasarkan kesepakatan bersama saat perjanjian 
diawal. Jadi kesimpulannya adalah at terlambat membayar utang pada 




3. Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum ekonomi Islam terhadap 
pemberlakuan denda akibat terlambat membayar kartu kredit 
syariahddalam fatwaiDSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 
tentangisyariah cardisangat tepatipenggunaannya. Adapunndalil-
dalillyang digunakan oleh DSN-MUI berasal dari Al Quran, hadist, 
kaidah-kaidah fiqih, maslahah mursalah dan merujuk pada fatwa DSN-
MUI terdahulu yaitu fatwaPDSN-MUIuNo:17/DSN-
MUI/X/20009tentang sanksii kepada nasabahhyang mampuunamun 
sengaja menundah pembayaran utangnya. 
Semuaadalilltersebutimenunjukkan bahwa pemberlakuan denda 
keterlambatannpembayaran utangppada credit card syariah bolehuuntuk 
diterpakan. Jadi kesimpulan atas penggunaan dalil-dalil oleh DSN-MUI 
sangat tepat penggunaannya. 
B. Saran 
1. Penerbit kartu harus lebih selektif sebelum memutuskan apakah 
seseorang atau calon nasabah itu layak untuk menggunakan kartu yang 
hendak diterbitkan atau tidak, misalnya penghasilannya mencukupi 
kemudian dikondisikan dengan fasilitas cicilan, sehingga ada 
kemungkinan dikenakan denda akibat terlambat membayar tagihannya. 
2. Nasabah dalam hal ini pemegang kartu kredit syariah hendaknya disiplin 
dan tidak sengaja menunda-nunda pembayaran tagihan utangnya dengan 
demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Penerbit kartu juga merupakan 




bekerja yang tentunya juga membutuhkan upah atau gaji atas pekerjaan 
mereka dalam lembaga ini. Oleh karena itu, lembagaiiini membutuhkan 
pendapataan agar tegap bisa bertahan. Keberadaannlembaga ini dengan 
diterbitkannya kartu kredit syariah sangat bermanfaatdbagi masyarakat 
begituujuga sebaliknya, dimana lembaga jugaamendapatkankkeuntungan 
dari masyarakatyyanggmemanfaatkannya. 
3. DSN-MUI harus lebih memperketat pengawasan terhadap penerbit kartu 
dalam hal penerapan denda keterlambatan pembayaran utang credit card 
syariah benar-benar sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena apabila 
dalam penerapannya ternyata tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, 
maka denda akibat keterlambatan bayar utang kartu kredit syariah haram 
untuk diterapkan. 
C. Penutup 
Akhirnya tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa 
syukurkkepada AllahSSWT atasssegala limpahanirahmatNya, nikmatNya, 
hidayahjjuga taufiqNya, sehinggappenulis mampu untuk menyelesaikannskripsi 
ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak 
kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini tidak lain karna keterbatasan 
penulis sebagai manusia biasa yang lemah dan payah ini. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, terkhusus dalam 
penambahan informasi untuk pengembangan dan peninngkatan wawasan 
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